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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22. Tarnoahan Lembaran Negara 
Nomor 3274); 

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7. T ambahan Lembaran Negara Nomor 
3214); 

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang 
perlu untuk menetapkan Peraturan Oaerah tentang 
Retribusi lzin Tanda daftar Perusahaan. 

Menimbar19 : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian 
izm dibidang usaha dan berdasarkan pelimpahan 
wewenang yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan 
pemberian lzin Tanda Daftar Perusahaan: 

BUPATI REMBANG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

TENT ANG 

NOMOR 16 TAHUN 2002 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 16 TAHUN 2002 

T AMBAHAN LEM BARAN DAERAH NOMOR 26 

• -- . 
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10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

9. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3839 ); 

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3833); 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha­ 
usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 7 4 T ambahan Lembaran Negara Norn or 
3611 ); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3587); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3502 ); 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TENTANG RETRIBUSI !ZIN TANDA DAFTAR 
PERUSAHAA.!\j 

Menetrokan 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Dengan Persetujuan 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem bang 
Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang Tahun 1989 Nomor 8). 

16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 12/MPP/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib 
Daftar Perusahaan; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 48 T ahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota: 

14. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tent.ang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daeran: 

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
~ 999 tentang T eknik Penyusunan Peraturan Perundang­ 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 
Keputusan Presiden; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Oaerah adalah Kabupaten Rembang; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang; 
c. Bupati adalah Bupati Rembang; . 
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang; 
f. Tanda Daftar Perusahan yang selanjunya disebut TOP adalah daftar 

catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap 
Peruahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 

g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta 
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. untuk tujuan 
memperoleh keuntungan atau laba; 

h. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan 
hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan; 

1. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 
bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba: 

j. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar; 

k. Surat Pemberitahuan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat SPTRD 
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi unutk melaporkan perhitungan 
dan pembayaran Retribusi yang terutang; 

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besanya Retribusi yang terutang; 

m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi 
terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang 
berwenang; 

n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan; 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 
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(2) Dikecualikan sebagai Subyek Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) 
adalah: 
a setiap Perusahaan neqara yang berbentuk Perusahaan Jawatan 

(Perjan) seperu oiatur catam Unoang-undang Nomor 9 Tahun 1969 
(Lembaran Negara Rcouc.» \1donesia Tahun 1969 Nornor 40)· 

b perusanaan kectl perorangan yang dijalankan oleh pnbadi pengusana 
sendm atau di: ·1gan rne;r )et<el')akan. nanya anggota keluarganya 
sendir , . •r · : , .. a•1.,;\ :;·_ : ,jaK memerlukan iim usaha dan tioak 
meruoak-, · '" ... c.. ~ · L -.um atau suatu persekutuan dan benar­ 
benar nanya sexedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya; 

c usaha atau l<.ea!atan 12·,g b"'rgerak diluar bidang perekonomian dan 
atau si··- v-r . jak semata-mata mencan keuntungan 
dan atau iaoa. 

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin 
T anda Oaftar Perusahaan sebagaimana tersebut Pasal 3. 

Pasal 4 

Obyek Retribusi adalah pernberian lzi'l Tanda Oaftar Perusahaan. 

Pasal3 

Oengan nama Retriousi lzm ~ dndc1 Daftar Perusahan dipunqut Retribusi 
seoaqai pembayaran atas pemt>enan lzm Tanda Daftar Perusahaan 

Pasal 2 

NAMA, OBYEf< ~AN 3UBYEK RETRIBUSI 
' 

BAB II 

o. Surat Pemberitahuan Ren ,; .. .;· ,.. - }'~' ,3ng selanjutnya distngkat SPTRD 
aoalan surat yanc d19" ·--1!<,:n 01~!". '·"-'.::Jib Retribusi untuk melaporkan 
pemnunoan dan pembavae ~ r·i-..:;s: yang terutang menurut peraturan 
Retnbusi; 

p. Surat Tagihan Retnbusi ~_;a-·,, .. , lf"l · selanjutnya dis1ngkat STRD adalah 
surat untuk melar-~k ~=- , · :'i'. ian R~ ribi. .. r..1 dan atau sanksi adrnirustrasi 
berupa bunga dan atau de,1;.:<: 

q. Nomor Pokok Wajib Retrioust D.::lerah yang selanjutnya disinqkat NPWRD 
adalah Nomor Wajib Retribusi yang didattar dan menjadi identitas bag, 
seuap Wajib Retribusi. 
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( 1) Struktur dan besarnya tanp Retribusi lz1r: T anda Daftar Perusahaan 
sebaga,mana crrnaksud Pasal 2 crtetaoxan seoaoa: oenku; 
a Perseroan Terbatas .. .. ... ... . . . . .. Re . .(_C\J.000 OC 
b Kooerasi. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . R~ 25 o::x, L\. 
c Persekutuan Komanditer Ro. 5C.OOC. :- .:; 
d Firma...... .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . Ro. 50 '1G.:i.~'.:" 
e. Perusahaan perorangan... ... ... ... ... ... ... .. . Rr:· L0.000.00 

Pasa18 

STRUKTUR DAN BESARNYA T ARIP 

BABVI 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarip Retribus' 
didasarkan atas tujuan pengendahan can pengawasan serta untuk rr.en ruo 
sebagian biaya penyelenggaraan pemberian lzin Tanda Daftar Perusahaa 

Pasal 7 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP 

BABV 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jems izin yang diperolen 

Pasal6 

CARA MENGUl<UR TINGKAT PENGGUNMN JASA 

BAB IV 

Golongan Retribusi 1n1 adalah Retribusi Perizinan T ertentu 

Pasal5 

GOLONGAN RETRIBUSI 

BAB Ill 
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TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

BABIX 

Saat Retribusi terutang adalah pada sa.;,t diterbitkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

Pasr ' i 1 

Masa Retribusi Surat lzin Usaha Perdagangan adalah 5 (lima) tahun. 

Pasal 10 

·. !?AB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAA, RETRIBUSI TERUTANG 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

Pasal9 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

BABVII 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berstatus: 
a. Kantor tunggal: 
b. Kantor pusat/induk. kantor cabang atau kantor pembantu 

perusahaan; 
c. Kantor agen: 

' d. Kantor perwakilan perusahaan. 

f .. Perusahaan Milik Negara/Daerah Rp. 100.000,00 
g. Perusahaan Asing Rp. 500.000,00 
h. Bentuk Perusahaan lain Rp. 100.000,00 
i. Salinan Resmi Rp. 10.000,00 
j. Petikan Resmi Rp. 5.000.00 
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Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 

Pasal 14 

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah 
ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1 ). maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari 
Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD. 

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang dituruuk 
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat­ 
lambatnya 1 x 24 jam. 

( 1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati sesua, waktu yang ditentukan dengan menggunakan 
SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. 

Pasat 13 

TATA CARA PEMBAYARAN 

BAB X 

(4) Daftar lnduk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selaruutnya 
dapat dipergunakan sebagai NPWRD. 

(3) Setelah formutir pendaftaran dan pendataan dikirirnldisampaikan kepada 
Wajib Retribus, diisi dengan jelas, lengkap dan benar. kemudran 
dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar 
lnduk Wajib Retribusi berdasar nomor urut. 

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawati dengan mempersiapkan 
dokumen yang dipenukzr berupa formulir pendaftaran can pendaaan 
drsarnpaikan kepada wajib Retribus, yang bersangkutan. 

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran 
dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisiti di dalam 
wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah tetapi 
memiliki obyek Retribusi di wilayahDaerah. 

Pasat 12 
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•utang Retribus. yang noak munqkm d1iag1h 1ag, xarena hak umuk 
·~1eiakukan oenagrhan suoan kadarowarsa dapat dinapus 

vadaluwarsa penaqrnan Remousi sebag,mana drmaksuo avat (1) 
:r--·tangguh apabila duerbuxan Surat Teguran atau ada oengaKuan utang 
Retribusi dari Wajib Retnbusi baik langsung maupun lldak langsung 

"' , 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjad• 
xaoaluwarsa setelah 3 (uqa) tanun, terrutunq sejax saat terturunqnya 
Retribusi. kecuali apabila Wajib Retribust melakukan unoak piaana d, 
bioanq Retribusl 

( 1 ' 

Pasal 17 

KADALUWARSA 

BAB XII 

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara 
berurutan. 

(2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk rnasinq­ 
masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD. 

(1 · ~ 'RD, SKRD Jabatan. SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana 
o-maksud Pasal 13 dicatat dalam buku Jerus Retribus, masmq-rnasmq . 

Pasal 16 

' TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

BABXI 

(3) Bentuk. isi. kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti 
;:>.~n-?rimaan Retnbusi sebagaimana dimaksua ayat (1) dan ayat (2) 
drretapkan oleh Bupati. 

(2; Sc ···.:!P pembayaran dicatat dalam buku penenmaan. 

(1) ~·.c-nao pembayaran retribus, sebaga,mana dimaksuo Pasal 14. dtberikan 
i~ •· ·:a bukti pemoayaran. 

Pasal 15 



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah · 
a menerima. mencari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tincax picana d1btO' ,:- rlet• ,'1l)Si Daerah 
agar keterangan atau laporan tersebui rneruaoi 1e:-::1r,~;:. ..1a; =ras 

b. meneliti, rnencari dan mengumpulkan keterangan menqerrei orang 
pribadi atau badan tentang kel:>enaran perouatan )::_ ciiflKUKan 
senubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diben wewenar: ·-~'"'.i~· !c:: 

seoaoai penyidik untuk melakukan penyidikan nnoak picana diD!r'~ ilr, 
Retribusi Daeran 

Pasal20 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga rnerupikan 
keuangan Daerah diancarn dengan kurungan paling lama 6 (enam) b ... a" can 
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang. 

Pasal 19 

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

BAB XIV 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah irn acaian 8UC'dt1 atau 
instansi yang ditunjuk oleh Bupan. 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dmas Perinoustnar 
Perdagangan dan Koperasi Kaouoaten Rembang 

Pasal 18 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

BAB XIII 

(5) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa ~dui denqan 
Keputusan Bupau 

(4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan p1utang R.~,bu1,, ~·3ng 
kadaluwarsa seoagaimana d1maksud ayat (3) 
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Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal22 

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati. 

Pasal21 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB'Xv 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 ). memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak 
pidana Retribusi Daerah: 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksa 
identitas oran~ dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada 
huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tinciak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi: 

j menghentikan penyidikan: 
k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 16 

H. N O E RA N TO, SH.MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 500 040 991 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
REM BANG 

Diunoanqkan di R e m b a n g 
pada tanggal 20 Juli 2002 

HENDARSONO 

B U P A T I R E ?!< B A N G 

Duetaokan di r:.· e rn b a n g 
paca tanggal ~::, Juli 2002 

Agar supaya setiap oranq capat mengetahuinya. . nemenntahkan 
pengundangan Peraturan Daeran 1n, oenqan penernpatannya 02 ... -: , i.embaran 
Daerah Kabupaten Rembang 
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Pasal I 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal3 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

II PASAL DEMI PASAL 

Bahwa dengan dibertakukannya Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagaimana 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian 
ditmoak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 
T ahun 2001 tentang Retribusi Daerah. maka Pemerintah Kabupaten 
Rembang segera menindak lanjut1 dengan menyelesaikan seluruh 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. 

Salah satu Peraturan Oaerah yang harus disusun adalah 
Peraturan Oaerah tentang Retribusi lzin Tanda Daftar Perusahaan. 

I. UMUM 

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

TENT ANG 

NOMOR 16 TAHUN 2002 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

ATAS 

PENJELASAN 
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Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Ayat (1) 
Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang, 
untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran 
dan pendataan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Wajib Retribusi trdak boleh membayar utang Retribusmya dengan cara 

mengangsur. 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi periu ditetapkan untuk 
memberi kepastran hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak 
dapat ditagih lagi 

Ayat (Z) 
Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi 
dan Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal9 
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TAMBAHAN LEMf:··RAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 26 

Pase- 18 
Cuxup 1e1as 

Pa:-.c: 19 
Dengan adanya sanksi prdana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib 
Retribusi untuk memenuhi kewajibannya 

Pas-=> 20 
;..yat t1) 

Penyidik dib1dang Retribusi Daerah adalah Pejaoat Pegawai Negen 
Sipll tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang 
d1angkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyidik di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukurn A~ra Pidana 

Ayat (2) 
Cukup jstas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal2i 
C .Jkup jelas 

Pasa· 22 
Cukup jelas 


